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BUPATI BANGKA SELATAN

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN

NOMOR: | TAHUN 2021
TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,
bahwa dalam rangka mengatur ketentuan Perjalanan

Dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara (Bupati dan
Wakil Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Sipil, pegawai yang ditugaskan dan/atau
diperbantukan, pegawai harian lepas, pegawai tidak tetap
dan pihak yang diikutsertakan, agar dapat dilaksanakan
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan
serta bertanggung jawab;

bahwa  ketentuan mengenai Perjalanan  Dinas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan
berdasarkan standar harga satuan regional dengan
berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten
Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2006 Nomor 11 Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan
Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangka Selatan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Bangka Selatan.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur - pembantu  Bupati dan DPRD  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas
Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil
Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota
DPRD, dan Penyelenggara Negara Lainnya, Pegawai
Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Masyarakat.
Penyelenggara Negara Lainnya adalah pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya Dberkaitan dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah atau Pegawai Negeri
Sipil Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan atau yang
ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atau
Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dipekerjakan/
diperbantukan atau yang ditempatkan pada Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan.

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok
jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bangka
Selatan, terdiri atas: Sekretaris Daerah, Sekretaris
DPRD, dan Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur Daerah.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik  serta  administrasi pemerintahan dan
pembangunan, terdiri atas: jabatan administrator,

jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
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Jabatan Administrator adalah kelompok jabatan yang
bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatan pelayanan  publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan, yaitu Kepala Bagian,
Sekretaris, Camat, Kepala Kantor, Inspektur Pembantu,
Kepala Bidang, dan Sekretaris Camat.

Jabatan Pengawas adalah kelompok jabatan yang
bertanggung jawab mengendalikan  pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, terdiri
atas Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub
Bidang, Kepala UPT, Lurah dan Sekretaris Lurah.
Jabatan Pelaksana adalah kelompok jabatan yang
bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan
publik  serta  administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT
adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan
pembangunan yang bersifat teknis professional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Masyarakat adalah Pengurus TP.PKK Kabupaten,
Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten,
Pelajar/Mahasiswa serta Masyarakat baik perseorangan
atau kelompok yang melakukan perjalanan dinas guna
melaksanakan kegiatan yang mendukung kinerja PD
dan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip

kehematan atas perintah Kepala PD.
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Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas
melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten
dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakantugas, dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya
disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan di
dalam wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas
ke luar tempat kedudukan Kabupaten Bangka Selatan
baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang
dilakukan untuk melaksanakan kegiatan yang
mendukung kinerja Perangkat Daerah, dan dilakukan
dengan tetap memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan
kehematan atas perintah Pejabat yang berwenang.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi PD yang
dipimpinnya.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut
KPA adalah Pejabat yang diberikan kuasa untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan  pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi PD.
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(1)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA PD adalah Dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggaran.

Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala PD adalah Kepala PD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangka Selatan.

Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar
dalam rangka meningkatkan kemampuan PNS.
Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah
dihitung terlebih dahulu (Pre-calculated amount) dan
dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti pengeluaran yang sah.

Uang Konstribusi adalah sebagian dari lumpsum yang
ditanggung pihak lain, sesuai peruntukannya.

Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat
yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang
berisikan perintah untuk melaksanakan tugas.

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya
disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pelaksana
Perjalanan Dinas.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi

tujuan Perjalanan Dinas.

BAB 11
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2
Ruang lingkup Perjalanan Dinas dalam Peraturan
Bupati ini meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan

c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.
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(2)  Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dalam
rangka;

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada

jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
c. pengumandahan/detasering;
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji
kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan
surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
3 kepentingan jabatan;
y f. memperoleh  pengobatan  berdasarkan  surat

keterangan dokter karena mendapat cedera pada
waktu /karena melakukan tugas;

g mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan
Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S-1/S5-2/S-3;

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan
dinas; atau

N k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia dari tempat kedudukan yang

terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB 111
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3
Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut:
a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat
tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan;
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b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan
pencapaian kinerja PD.

C. efisiensi penggunaan belanja Negara/Daerah; dan

d. akuntabilitas =~ pemberian  perintah  pelaksanaan
Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya perjalanan

dinas.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pelaksana
Perjalanan Dinas harus mendapat persetujuan/perintah
atasan dalam bentuk ST yang ditindaklanjuti dengan
penerbitan SPPD oleh pejabat yang berwenang dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan
SPPD untuk Perjalanan Dinas yang dibebankan pada
anggaran yang tersedia pada PD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan ST dan
SPPD, sekaligus menetapkan alat transport yang
digunakan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dengan

memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan

Dinas tersebut.

Pasal 5
(1) Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD
untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi

adalah sebagai berikut:

a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh
Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;
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b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota
DPRD, 8T ditandatangani oleh Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada Sekretariat DPRD;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala PD,
selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten
Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh Bupati
atau Wakil Bupati dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada masing-masing PD;

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris
DPRD ST ditandatangani Pimpinan DPRD dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada
Sekretariat DPRD;

e. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat
Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST
ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan

f.  Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST
ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian
Umum.

(2) Apabila Bupati atau Wakil Bupati tidak berada di tempat
kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah untuk
dan atas nama Bupati.

(3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada
di tempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas
luar daerah luar Provinsi oleh Pejabat Administrator,
Pejabat ~ Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat
Fungsional dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST
ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian

Umum.

Dipindai dengan CamScanner



S

& o

(1)

(2)

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD

Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi adalah

sebagai berikut:

a.

Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh

Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD

ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;

Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota
DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada Sekretariat DPRD;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris
Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK
pada Bagian Umum,

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala PD,
selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten
Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada masing-masing PD;

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris
DPRD ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada
Sekretariat DPRD;

Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat
Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST
ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan
Ajudan/ Sopir Bupati/ Wakil Bupati, ST
ditandatangani oleh Bupati/ Wakil Bupati dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian

Umum.

Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat
kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditandatangani oleh Asisten yang

membidangi PD,
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(3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak berada
ditempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan Dinas
luar daerah dalam Provinsi Pejabat Administrator,
Pejabat  Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat
Fungsional dan PTT pada Sekretariat Daerah, ST
ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian

Umum.

Pasal 7
(1)  Pejabat yang berwenang menandatangani ST dan SPPD

Perjalanan Dinas dalam daerah adalah sebagai berikut:

a. Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh
Bupati atau Wakil Bupati dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum;

b. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota
DPRD, ST ditandatangani oleh Ketua DPRD atau
Wakil Ketua DPRD dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada Sekretariat DPRD;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris
Daerah ST ditandatangani oleh Bupati atau Wakil
Bupati dan untuk SPPD ditandatangani oleh PPK
pada Bagian Umum,;

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku kepala PD,
selaku Staf Ahli Bupati, dan selaku Asisten
Sekretaris Daerah, ST ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah dan untuk SPPD ditandatangani
oleh PPK pada masing-masing PD;

e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selaku Sekretaris
DPRD ST ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada
Sekretariat DPRD;

f.  Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat
Pelaksana, Pejabat Fungsional dan PTT, ST
ditandatangani oleh Kepala PD dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK masing-masing PD; dan
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g Ajudan/Sopir Bupati/Wakil Bupati, ST
ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan
untuk SPPD ditandatangani oleh PPK pada Bagian
Umum.

(2) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat
kedudukan, maka ST sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d ditandatangani oleh Asisten yang
membidangi PD.

(3) Apabila Sekretaris Daerah selaku Kepala PD tidak
berada ditempat kedudukan, maka terhadap Perjalanan
Dinas daerah dalam Pejabat Administrator, Pejabat
Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan
PTT pada Sekretariat Daerah, ST ditandatangani oleh
Asisten yang membidangi dan untuk SPPD
ditandatangani oleh PPK pada Bagian Umum.

Pasal 8
Setelah melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, pelaksana
Perjalanan Dinas wajib mengajukan SPPD kepada pejabat

yang berwenang untuk memperoleh pengesahan.

BAB V
PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

(1)  Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/ koordinasi/
kunjungan kerja diperuntukkan bagi Bupati, Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat
Administrator dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang

yang membidangi.

Dipindai dengan CamScanner




Pasal 10
Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
masing-masing diberikan paling banyak 2 (dua) orang

pendamping.

Pasal 11

(1)  Perjalanan Dinas dalam rangka memfasilitasi kegiatan
Pansus, Alat Kelengkapan DPRD, Diklat Pimpinan dan
Anggota DPRD dan sejenisnya diberikan paling banyak
2 (dua) orang pendamping kegiatan dari Sekretariat
DPRD.

(2) Dalam rangka mengikuti kegiatan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan
pendamping dari PD terkait.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 12

(1) Perjalanan Dinas dalam daerah untuk setiap kali
penugasan diberikan paling lama 1 (satu) hari.

(2) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan dan
antar Kecamatan dari tempat kedudukan ke tempat
tujuan diberikan biaya Perjalanan Dinas pergi pulang
(PP) diberikan biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan
secara lumpsum.

(3) Perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan kegiatan
sosialisasi dan sejenisnya diberikan biaya Perjalanan

Dinas yang dibayarkan secara lumpsum.

Dipindai dengan CamScanner
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